BAB |1
HARTA BERSAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN

FIKIH MUNAKAHAT

A. Pengertian Harta Bersama

Bahwa harta bersama adalah apabila akad nikatkgarla, maka secara
otomatis terjadi harta bersama atau disebut hama gini’ Dalam masyarakat
Indonesia harta bersama antara suami isteri memdaglengan istilah berbeda-
beda untuk masing-masing peraturan daerah yangdsatgan yang lainnya.
Misalnya saja di Aceh harta bersama disebut dehigaiauta Sihareukat, di Bali

dikenal dengan Druwe Gabro, dan masih banyak yaingya?

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan didalam Undang-
Undang No. 1 tahun 1974. Bab VIl pada Pasal 35d86,37. Pada Pasal 35 (1)
dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama warka menjadi harta
bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang ypegléh masing-masing
suami isteri. Pada pasal 37, dijelaskan apabil&kapénan putus karena

perceraian, maka harta bersama diatur menurut hojamasing-masing.

! Dedi SusantoKupas Tuntas Masalah Harta Gono Ginipgyakarta: Pustaka Yustisia,
2011, him. 130

2 M. idris Ramulyo Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pé&aadhgama dan
Hukum Perkawinan Islandakarta: IND- HILL, 1985, him.259
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Selain beberapa pasal di atas dijelaskan pula dKldir Perdata Pasal
119 mengenai pengertian harta bersama vyaitu segagt dilangsungkan
perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta beasanenyeluruh antara
suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadaketentuan-ketentuan dalam

perjanjian perkawinan.

Harta bersama dalam Islam lebih identik digiyaskmgan Syirkah
abdan mufawwadhah=sidl ol ¥ 4S,5) yang berarti perkongsian tenaga dan
perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengaropgskan tak terbatas dalam
perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkaamaeldalam masa
perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang kaeterima sebagai harta

warisan atau pemberian secara khusus kepada sstemtérsebut.

Sedangkan harta bersama menurut figih munakahdahadiarta yang
diperoleh suami dan isteri karena usahanya, adadla bersama, baik mereka
bersama-sama atau hanya sang suami saja yangaskdgngkan isteri hanya
mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dhru8ekali mereka itu
terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suateri maka semuanya

menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.AK399, him. 29
* Tihami, Sohari sahrarfikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkapakarta: 2009, him. 181
®> M. Idris Ramulyopp.cit him.262-263
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Hal itu diatur dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 2dbagai berikut :

¢HREHRAS 2O AOQYONICE e I e
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Artinya: “ Diantara tanda-tanda kekuasaan Tuhan diciptakartukmu isteri-
isteri dari jenismu supaya kamu cenderung dan nzéessan dan
tentram (sakinah), saling cinta-mencintai (mawadddhn santun
menyantuni (rahmah)(QS. Ar-Rum : 21§

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaag diperoleh
selama perkawinan, di luar hadiah atau warisan.sM@kya adalah, harta yang
didapat selama dalam masa perkawinan baik itu algeratas usaha suami
maupun isteri, harta yang diperoleh tersebut nakap harta bersama.

Sedangkan terhadap harta hadiah atau warisan nkarugearta milik pribadi

suami atau isteri masing-masing.

Dasar Hukum Harta Bersama

Dengan putusnya hubungan perkawinan sebab pembatakka akan
timbul suatu permasalahan mengenai akibat hukumpeanbatalan perkawian
tersebut. Salah satu dari beberapa akibat hukurg tiembul dari pembatalan
perkawinan adalah mengenai status harta bersantadmaniliki oleh pasangan

suami isteri tersebut. Dan mengenai status harsabm tersebut ada beberapa

6 Al-Qur'andanTerjemahnyap.cit, him. 644



36

dasar hukum yang mengatur adanya harta bersaman dsédouah ikatan
perkawinan yang mana apabila suatu perkawinanrg=ilag maka seketika itu
juga timbullah harta bersama antara suami istggabNa perkawinannya putus
karenan perceraian, kematian dan karena alasarsgoutperkawinan yang
lainnya maka salah satu akibat hukum putusnya suetkawinan adalah harta

bersama.

Dasar hukum harta bersama dalam sebuah perkawapat diambil dari

dasar fikih munakahat dan hukum perkawinan diedta sebagai berikut:
1. Dasar hukum harta bersama dalam Fikih Munakahat

Apabila akad nikah terlaksana, maka secara otontatjadi harta
bersama. pendapat ini dipusatkan pada akad nikadp ryerupakamitsagan
ghalidza,sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, yang meng@mk&limat-
kalimat Allah untuk menghalalkan apa yang semulam@imkan. Perjanjian
yang kuat ini tidak semata berdampak pada haldymingan suami-isteri,
tapi terhadap semua aspek kehidupan termasuk alindgh adalah mengenai
harta yang didapatkan selama ikatan perkawinanefeh ayat Quran yang

dianggap mendukung adalah sebagai berikut :

a. QS. An-Nisa’: 19
FO0II=2>L0€0N o ¢Ke0
AL g Qe ORB =AM W 6" RS
QOM X TeORDwc 0D CO€E 2RO X
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mADUr @O0 PN VOXIA BUDLIONEHr
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Artinya : “Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemubi&n
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) raare
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
me7njadikan padanya kebaikan yang banyafS. An-Nisa’ :

19)

b. QS. Nisa': 21

3O+ @0 DEQHONODDofe sy W SOX< @0
JORERY S YL X T GG 8% =0
2GR P (IO Yok m [88E Y DALD ¢
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Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, patla
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan ykangy
sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimtglah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuiat.

c. QS. An-Nisa: 34

OE=¢K ~NMHARXO=O+L RIANIIHCO W S
*x- Qf¢o s ANIONS 0L BOQHE W@e
HALDOH OROR SHEV e B D¢l + S0
S0 BXA>0XAROL Lo RNORN=€0

B P FERYQ, @ C eS80

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum waaileh
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (ki) atas
sebagian yang lain (wanita), dan karena merekai{laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

" Ibid, him. 119
8 Ibid, him. 120
° Ibid, him. 123
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d. QS. Ar-Rum :21
74 yAm |28 L ER OIS JOR R e[HIRCRY du
JE2BQO>ALOM gIOXE H72E5w ¢-REHRS
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Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu dend
supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kad#n
sayang.”(QS. Ar-Rum : 21¥°

e. QS. Al-Bagarah : 228

QN LA For S Ros2o $00.8 SO0 €004
g 9a0OMN0r IO o RGE  OLFE&IONHSR
Ol &7 OmH ¢ FYo AE R~ OHN 1o &0
VRAGEEO NOOZ OIS + 70300 5 <ORSS0RD

TR P

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetppra
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada
isterinya. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksarta.”

Dari beberapa ayat Al-Quran di atas adalah belzesat yang bisa
digunakan sebagai dasar hukum adanya harta bedala@a sebuah ikatan

perkawinan, yakni dari beberapa ayat di atas ddip&hami atau dimaknai

sebagai berikut, ayat pertama (4:19) yang memdkatakepada suami untuk

9 1bid,him. 644
1 Ibid, him. 55
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mempergauli isteri dengan baik dianggap sebagauaselperintah untuk
merelakan sebagian hasil kerja suami untuk istalard bentuk pemilikan
bersama terhadap harta. Ayat kedua (4:21) yangramglasuami menarik
kembali apa-apa yang telah diberikannya kepadai idipandang sebagai

relasi dari ayat pertama ketika terjadi perceraian.

Ayat ketiga (4:34) yang menyatakan bahwa suamiaadpemimpin
bagi perempuan karena mereka menginfakkan hartdéapatan suami melalui
harta bersama kepada isteri. ayat keempat (30:@2iy ynenyatakan bahwa
suami dan isteri diciptakan dari jenis yang samtlkumencurahkan kasih
sayang dipandang sebagai wujud pencurahan kasiangaijtu dengan
memberikan sebagian harta dalam bentuk harta barsayat kelima (2:228)
yang menyebutkan bahwa masing-masing suami dam niséniliki hak dan
kewajiban yang sepadan dipandang sebagai adanystkakterhadap harta

yang didapatkan suami.

Semua ayat di atas dipandang mendukung kesatutnduami isteri
secara total yang diwujudkan dalam akad nikah. iaargkad nikah adalah

sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat seentakbaktivitas suami
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dan isteri dan bersifat kekal maka tidak diperlukatad syirkah untuk

menyatukan harta suami dan istéri.

. Ketentuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum harta bersama diatur dalam hukum pénkawdi
Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentamgaginan mengatur
harta kekayaan dalam perkawinan, pada bab VII dglatal harta benda
dalam perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga passtlengkapnya akan dikutip

berikut ini:

Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan miemgath bersama;

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isterhdata benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warasktah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihaknieiakikan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapatintbek atas
persetujuan kedua belah pihak;

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan me@Empunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum enanduarta
bendanya.

12 Dedi Susantagp.cit,him.130-133
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Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, hartaab®asdiatur menurut

hukumnya masing-masirg.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur teamg harta

bersama. Secara berurutan akan dikutip sebagéuberi

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidakuto@nkemungkinan

adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta dan harta isteri
karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuapanuh olehnya,
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suamidikuasai penuh
olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istemi lt@rta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau waadatah di bawah
penguasaan masing-masing para pihak tidak menentiaa dalam
perjanjian perkawinan;

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untukakukén
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupah,hibadiah,
sodaqgah atau lainnya.

13 UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 19@@g)it, him. 13
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Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istemtarg harta bersama, maka

penyelesaiannya perselisihan itu diajukan kepadgazilan Agama?
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Harta Bersama

Perkawinan terjadi atas dasar akad nikah yangdeaigan kata lain suatu
akad nikah yang sah akan membentuk suatu rumalyaamgka dengan begitu
akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukang ylapat melahirkan hak
dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban terseecara garis besar dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormagnghormati, saling setia

dan saling memberikan bantuan lahir batin;

2. Suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur wkatmembina dan

menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sej#dtterdan batin;

3. Suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh damelihara anak-anak

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohanpomm kecerdasan;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatan masingkmgas

Selain dari hak dan kewajiban yang timbul akibai garkawinan yang

sah seperti tersebut di atas, dikenal juga hartg yienbul akibat dari perkawinan

4 KompilasiHukumIslamdi Indonesiapp.cit, him. 31-32.
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tersebut yang lebih dikenal dengan nama harta tmerselah penulis jelaskan di
atas bahwa harta bersama adalah harta bersamasomiiii isteri yang mereka
peroleh selama dalam masa perkawinan namun dertgarya harta bersama
tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masnaging suami isteri atau
disebut juga dengan harta bawaan, di antara bebgeaqy termasuk dalam harta

bawaan adalah harta yang diperoleh sebagai hatdialwarisan.

Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat beévapda bergerak,
tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangéatulb harta bersama yang
tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban mgasiasing suami isteri.
Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah sdtakpatas persetujuan dari
pihak lainnya. Harta bersama dalam bentuk barangatgpersetujuan bersama
dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak @iplehkan menjual atau
memindahkan harta bersama tersebut sedangkan talangan kewajiban suami
isteri dalam hal ini baik suami maupun isteri memyai tanggungjawab untuk

menjaga harta bersama.

Mengenai harta bersama telah diatur dalam bebergsal pada
Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak dan keveagibuami isteri terhadap

harta bersama yaitu:
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Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama iséeti maupun hartanya

sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta beasanarta isteri maupun

hartanya suami yang ada padafia.

Dalam KUH Perdata Pasal 124-125 juga mengatur ek kebwajiban

suami isteri terhadap kepengurusan harta bersdmagaeberikut:

Pasal 124
Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan parsatu
Pasal 125

Apabila si suami berada dalam keadaan tak haalirgain dalam ketakmampuan
untuk menyatakan kehendaknya, maka bolehlah sri istembebani atau
memindahtangankan barang-barang persatuan, setei&@bhasakan oleh

Pengadilan Negeri untuk itd.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur hak damjkeam terhadap

harta bersama sebagai berikut

'3 |bid. Kompilasi Hukum Islam him. 32
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ibid him. 30
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Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat beKiatis persetujuan kedua

belah pihak;

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan msEmpunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum menpartaibendanyH.

Dalam beberapa pasal tersebut cukup jelas mengeraturan peraturan
terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam fatahbersama namun
bagaimana status harta bersama tersebut apaldditputusnya perkawinan,
putusnya perkawinan dapat terjadi dengan beberapabsantara lain karena

kematian, perceraian dan juga pembatalan perkawinan

Jelaslah peraturan mengenai akibat hukum putugagkawinan karena
kematian dan juga perceraian namun tidak demikiamgan akibat putusnya
perkawinan sebab perkawinan yang putus akibat petaba perkawinan
khususnya dalam hal harta bersama. Dalam haleininb ada undang-undang
maupun peraturan yang membahas secara sepesifigemanstatus harta
bersama dalam pembatalan perkawinan, apakah habagi ddengan cara
mengkiyaskan harta tersebut dengan cara pembagiga bersama dengan
akibat putusnya perkawinan karena perceraian dtaalla tata cara tersendiri

untuk membagi harta yang diperoleh dalam perkawyaaug dibatalkan tersebut.

" UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 194, him.13
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Sehingga dengan tidak adanya peraturan yang menigatiang status
harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini dapahimbulkan
ketidakpastian hukum dalam hal ada tidaknya hadwsdma sebagai akibat

hukum dari pembatalan perkawinan.

Pandangan Ahli Hukum terhadap Harta Bersama

Status harta bersama sering kali menjadi masalakakierjadi putusnya
perkawinan demikian pula dalam hal pembatalan peérien salah satu akibat
dari batalnya suatu perkawinan adalah dalam hah Hemrsama. Namun hal ini
tidak dijelaskan secara terperinci dalam peratyenaturan maupun perundang-
undangan yang berlaku sehingga penulis merasa pathm hal ini untuk
menggali pendapat-pendapat beberapa para ahli hekbimngga dari pendapat-
pendapat tersebut dapat penulis peroleh pemecafteadap masalah status harta
bersama dalam perkawinan, pendapat-pendapat tergelmulis peroleh melalui
wawancara dengan para dosen hukum di fakultasayalan para advokad yang

tergabung dalam lembaga hukum LPKBHI, sebagai berik

1. Dosen Hukum di Fakultas Syari’ah IAIN Wali Songa&eang

a. Achmad Arif Budiman, M.Ag.

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa, Pembafadmwinan

ada dua di dalam hukum positif yatlertama, perkawinan yang bisa
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batal demi hukum dan yariggduaperkawinan yang dapat dibatalkan.
Perkawinan yang batal demi hukum itu perkawinangyarelanggar
larangan-larangan perkawinan, misalnya saja sudaHamangan kedua
mempelai menikah karena ada hubungan rodo’ah, datahkan
peraturan larangan itu dilanggar maka perkawinadangan sendirinya
bisa batal demi hukum, dan juga seperti halnyagwernan beda agama
maka dengan sendirinya perkawinan itu bisa dibatalkarena
melanggar larangan hukum tersebut.

Yang kedua perkawinan yang dapat dibatalkan berkasdasal
26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 vyaitu perkawingamg
dilaksanakan karena, wali nikah yang tidak sataktidinadiri dua saksi
atau perkawinan yang dilakukan tidak didepan pé¢jgdiag berwenang.

Jadi perkawinan itu bisa dibatalkan apabila ad@alkppihak
yang mengajukan tuntutan pembatalan terhadap per&awtu. maka
apabila sepanjang tidak ada pihak-pihak yang makgaj tuntutan
pembatalan perkawinan tersebut, perkawinannyald@dangsung terus
atau perkawinannya tidak batal. Dan apabila kenmudigang
bersangkutan mempunyai anak maka dengan sendirgugatan
tersebut akan gugur karena lebih mengedepankark dspeim demi
kemaslahatan pada diri anak tersebut daripada dspekn pembatalan

perkawinan itu sendiri.
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Harta bersama di dalam undang-undang perkawinarmhsud
didefinisikan bahwasannya harta bersama adalata Heenda yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersaBtatus harta
bersama menjadi kewenangan kedua belah pihak amtanai dan isteri.
Apabila terjadi putus perkawinan karena hal apapaka kedua belah
pihak tetap memperoleh hak terhadap harta bersaang didapat
selama dalam perkawinan, karena harta bersamalatndaerkawinan
itu di asumsikan bahwa, antara suami isteri jikaupi bersama
mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta berdanpm melihat
siapa yang bekerja dalam kehidupan rumah tanggelet.

Jadi disini apabila perkawinan itu putus dengambBeapapun
seperti yang sudah diatur di dalam undang-undarigapnan pasal 38
yaitu perkawinan yang putus karena perceraian, kamaan karena
putusan pengadilan, harta bersama menjadi salatakiat hukum dari
perkawinan yang putus karena tiga hal di atas.rbdlal ini pembatalan
perkawinan merupakan perkawinan yang putus kareeputksan
pengadilan. Dengan begitu dalam hal pembatalanap@nan tetap
harus mengcover masalah harta bersama, dan stattes lbersama
sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, harsab® itu tetap ada

sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dibatalka
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Akibat hukum pembatalan perkawinan di atur dalandamg-
undang perkawinan pasal 28, dan dalam pasal terbehum mengatur
secara eksplisit tentang harta bersama. Maka apeojadi perselisihan
antara suami isteri terhadap harta bersama, sudahjadi tugas hakim
dalam menyelesaikan permasalahan harta bersamabueryaitu,
dengan melakukan ijtihaj hakim untuk menggali kkzadidalam hal
pembagian harta bersama untuk dibagi secara goiideekedua belah
pihak yaitu terhadap suami dan isteri tersébut.

b. Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

Dalaminterviewyang penulis lakukan dengan bapak Abu Hapsin
dijelaskan bahwa, apabila perkawinan terjadi seklEmgyarat-syarat
perkawinan yang sudah di tentukan dalam hukum ipasiaupun
hukum Islam tidak terpenuhi maka perkawinannya $atibatalkan.
Sedangkan status harta bersama dalam pembatakawp®an tetap ada
karena harta bersama menjadi harta gono-gini ygmgraleh bersama
selama dalam perkawinan kecuali harta yang dibaaradiri tidak
menjadi harta bersama. Jadi status harta bersanetap menjadi harta
gono gini dan menjadi hak kedua belah pihak meskiyang bekerja

hanya satu orang saja dalam perkawinan terseblanDpenyelesaian

'8 Hasil wawancara dengan Arif Budiman, selaku Dobkrkum Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul4Lv2B.



50

harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatadgkawinan,
penyelesaiannya sama dengan status harta bersdmagaseakibat
putusnya perkawinan karena kematian, perceraiarka@ma keputusan
pengadilan?®

c. Novita Dewi M, SH, M. Hum

Pembatalan perkawinan menurut bu Novita yaitu bgéal
perkawinan yang terjadi karena tidak memenuhi rukiam syarat
perkawinan. Pembatalan perkawinan implikasinya aanganjang
khususnya bagi keluarga yang bersangkutan. Karemapak yang
begitu banyak dari akibat hukum pembatalan perkamviitu sendiri
maka hakim harus benar-benar bisa membuktikan raksaan
mengapa sebuah perkawinan itu dibatalkan. Di sitdhssatu dampak
atau akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalasalah status
harta bersama.

Dalam undang-undang perkawinan pasal 28 ayat 2 satu
akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalahahbersama itu
dianggap ada karena harta bersama itu tidak dakgdn surut yang
didasarkan atas iktikad baik, jadi harta bersamaptenenjadi hak

suami, isteri dan anak. Maka apabila sebuah peneawbenar-benar

% Hasil wawancara dengan Abu Hapsin, selaku DosekuiuFakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul ®9v0B.
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dibatalkan, semua bentuk akibat hukum dari pemédratplerkawinan
harus diselesaikan dengan iktikad baik. Dengakakitibaik itu dalam
hal pembagian harta bersama dibagi sesuai dengklamgrundang yang
mengaturnya. Dan dalam pembagian harta bersanmebtémnerupakan
kewenangan hakim, karena hakim harus berani mentuwaim dan
berijtihaj untuk menyelesaikan harta bersama tersebut.

Alternatif lain untuk menyelesaikan pembagian hdr&ssama
menurut beliau, harta bersama bisa diselesaikaalmdlibah. Karena
dengan batalnya suatu perkawinan dianggap perkawtinéidak pernah
terjadi dan di situ banyak yang di rugikan, makedaersama tersebut
harus diselesaikan dengan baik dan seadil-adikryadap kedua belah
pihak?°

d. Nur Hidayati Setiyani, SH., MH

Secara garis besar bu Nur Hidayati, menjelaskangeren
penyelesaian terhadap harta bersama sebagai akidaim dari
pembatalan perkawinan yaitu, diselesaikan dengarb&k pada hukum
masing-masing. Maksudnya hukum yang digunakan &eidrkawinan
itu berlangsung, jadi misalkan saja perkawinanngaggunakan hukum

BW karena non muslim maka penyelesaian harta bersasuai dengan

%0 Hasil wawancara dengan Novita Dewi, selaku Doseturh Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul@9v3B.
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aturan harta bersama dalam BW tersebut, kemudkarpgrkawinannya
sesuai dengan hukum adat maka penyelesaiannyardéngam adat,
begitu juga jika perkawinannya dilangsungkan dengakum Islam
maka penyelesaian harta bersamanya dengan hukam Is|

Jadi status harta bersama itu ada tidaknya metgsesuali
dengan hukum yang digunakan ketika perkawinan itangsungkan,
dalam undang-undang perkawinan pasal 28 harta rbardarsebut
diberlakukan surut karena ada perkawinan terdahiika ada harta
bersama yang timbul sebagai akibat hukum dari paatgmperkawinan
karena tidak adanya perkawinan terdahulu, penyalasga disesuaikan
dengan peraturan yang mengatur harta bersamauerséisalkan saja
orang Islam maka penyelesaiannya menggunakan higtam, dan jika
hukum Islam tidak ada pengaturan tentang hartaabexrs maka bisa
saja penyelesaian harta bersama bisa melalui fabtdra suami isteri
tersebut.

Apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan meraigun
hukum privat dan perkawinan tersebut dibatalkamaka penyelesaian

harta bersama sebagai akibat hukum pembatalan vpedd@ yaitu
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diselesaikan dengan membagi dua harta bersambuéemsetara suami
dan isteri dengan adit.

2. Advokad LPKBHI IAIN Walisongo Semarang
a. Drs. Taufik, MH.

Menurut pak Taufik, pembatalan perkawinan yangabudiatur
dalam undang-undang sangat jelas pada undang-urmnRgwinan,
bahwa manakala dijumpai dalam perkawinan itu atinélayang secara
normatif bertentangan dengan hukum maka bisa alkzat. Contoh
seorang suami menikah dan diketahui isterinya madéhikatan darah,
dan jika diketahui hal itu maka perkawinan tersdimarus dibatalkan,
dan masih banyak contoh-contoh lainnya.

Dan berkenaan dengan pengajuan permohonan penmbatala
perkawinan adalah pihak-pihak yang bersangkutaandgerkawinan
tersebut dan pengadilan memfasilitasi dalam progesyelesaian
permasalahan itu.

Dari sebuah pembatalan perkawinan menimbulkan bpher
akibat hukum yang sudah ada ketentuannya dalamngrgdadang
perkawinan. Salah satu akibatnya adalah masaléls dtarta bersama.

Harta bersama merupakan harta yang muncul selarsa pgakawinan

%! Hasil wawancara dengan Nur Hidayati Setiyani, lselRosen Hukum Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, PUkull9 WIB.
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itu berlangsung. Dan apabila diketahui di tengaiydd perkawinan ada
pembatalan, beliau berpendapat bahwa harta barsetap kembali
pada hakikatnya yakni harta bersama merupakan lartg didapati
selama masa perkawinan tidak memandang siapa Yyang
menghasilkannya. Dan dalam pembagian dibagi duaitdaberlaku
pada masa perkawinan, karena perkawinan itu setmial diketahui
unsur-unsur yang membatalkan perkawinan itu tetapnjaudi
perkawinan yang sah, dan tidak masuk dalam kateguai karenajab
gabuhyapun sah.

Ketika ada pembatalan perkawinan, hukum berlakuutsur
maksudnya perkawinan itu dibatalkan sejak perkawitiaberlangsung.
Dan akibat-akibat hukum dari pembatalan perkawiitantetap sah
maksudnya disini tidak diberlakukan surut. Hartesma itu dianggap
menjadi hak milik kedua belah pihak.

Jadi status harta bersama sebagai akibat hukunpeiatatalan
perkawinan sama dengan status harta bersama selbagmati putusnya
perkawinan karena hal apapun yakni diselesaikamasegeraturan

undang-undang vaitu dibagi dtfa.

2 Hasil wawancara dengan Taufig, selaku Advokad LAKBAIN Walisongo Semarang,
Tanggal 05 Mei 2011, Pukul 13:30 WIB.
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b. Drs. H. Eman Sulaeman, MH

Dalam interview yang penulis lakukan dengan pak Eman
Sulaeman, dijelaskan bahwa pembatalan perkawinag gaa dalam
undang-undang ada yang batal demi hukum dan ad@ Y¥yesa
dibatalkan, kalau batal secara hukum dalam balgmaalslam disebut
dengan fasid Sedangkan yang bisa dibatalkan karena ada peleargg
peraturan perundang-undangan. Jadi kalau tidaktaiidam secara
hukum bisa batal demi hukum dan nikahfgsid

Dalam KHI juga ada pengaturan pembatalan perkawya&ni,
dalam pasal 70 perkawinan yang dibatalkan karersa pmflarangan-
pelarangan perkawinan yang di langgar maka perkawiya harus
dibatalkan dan itu merupakan perkawinan yang bd&hi hukum.
Perkawinan yang bisa dibatalkan artinya nikahngaktifasid namun
karena melanggar peraturan perundang-undangaradiapihak-pihak
lain yang mengajukan pembatalan perkawinan terséistlnya saja
poligami liar, perkawinan yang dilaksanakan dengarempuan yang
masih dalam masa iddah, dan kesalahan-kesalahdnldeoya bisa
dibatalkan.

Perkawinan yang dibatalkan itu perkawinan yangaberlsejak
dibatalkan, jadi semua yang berlangsung selamaapémin sebelum

dibatalkan akibat hukumnya tetap sah. Maka jika hdda bersama
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dalam pembatalan perkawinan tersebut dihitung skgak perkawinan
itu dimulai sampai perkawinan tersebut dibatalk@stem hukum di
Indonesia tidak ada yang batal dengan sendirinyashaelalui proses
pengadilan dalam pengajuan pembatalan perkawinan.

Harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan
perkawinan itu tetap ada, karena perkawinannyd beajak dibatalkan,
dan harta bersama tersebut tidak berlaku suruariggdn harta bersama
yang berlaku surut itu harta bersama karena adeawaran lain yang
lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan terselartahbersamanya
tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasala8zZaundang-undang
perkawinan. Jadi selain alasan karena ada perkawbieadahulu
poligami yang tidak sah atau poligami liar makausteharta bersama
sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinap t&ada.

Penyelesaian harta bersama karena akibat hukunavpiedn
yang dibatalkan, penyelesaiannya sama dengan pedawang putus
karena alasan-alasan perkawinan lainnya sepedegzan dan lainnya
yaitu dengan cara dibagi dua, dengan tidak mesifzgta yang mencari
dan tidak melihat nama yang mencari harta dalamahurtangga

tersebut®

% Hasil wawancara dengan Eman Sulaeman, selaku AdvaRKBHI IAIN Walisongo
Semarang, Tanggal 05 Mei 2011, Pukul 11:00 WIB.



